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BUPATI PANGKAJEN E DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR Z5 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAP.AIJ: KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang

Mengingat

'al

bahwa berdasarkan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (1) huruf d bahwa Kepala
SKPKD selaku PPKD melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah.

bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2018.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1999 Neomor 75,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4333},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234}
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 [tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor

4);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 11);

14 Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur
Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung
Jawaban Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008
Nomor 11);

15 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2016
Nomor 81);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

G?h KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Bupati 'Pa.ngkajene dan Kepulauan
Nomor - Tahun 2018

Tanggal : viriy

16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor
78);

MEMUTUSKAN

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

Nama : Dra. Hj JUMLIATI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan :1IV/c

NIP : 19601231 198903 2 042

Sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauansebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan

kewenangan sebagai berikut;

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Memberikan  petunjuk  teknis pelaksanaan  sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

Menetapkan SPD;

Menyiapkan  pelaksanaan pinjaman dan pemberian

pinjaman atas nama pemerintah daerah;

8. |Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

9. |Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10.Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
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Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Befanja Daerah Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Kelangan Daerah
dengan Kode Nomor Rekening: 4.04.701.5.11.02.01

Ke;lputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 208
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